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MOTTO 

 

Setiap manusia mempunyai jalannya sendiri-sendiri untuk mencapai 

kesuksesannya. 

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al Insyirah: 6-7) 
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ABSTRAK 

ILMIYATI, A. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan 

Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan 

Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024). 

Kemandirian Keuangan Daerah menjadi indikator penting dalam 

desentralisasi fiskal, mencerminkan kemampuan daerah untuk 

membiayai pengeluaran daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer 

dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus terus 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk 

terciptanya Kemandirian Keuangan Daerah yang baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta 

untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi 

pengaruh tersebut. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder dari laporan APBD Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi. Sampel penelitian ini berjumlah 38 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan teknik pengambilan 

sampel yaitu sampling jenuh. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan software 

eviews13. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Perimbangan dapat memoderasi 

dengan memperlemah pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi 

pengaruh Retribusi Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, Dana 

Perimbangan, Kemandirian Keuangan Daerah. 
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ABSTRACT 

ILMIYATI, A. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan 

Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan 

Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024). 

Regional Financial Independence is an important indicator in 

fiscal decentralization, reflecting the ability of regions to finance 

regional expenditures without relying too much on transfers from the 

central government. Therefore, local governments must continue to 

optimize the management of regional financial resources to create good 

Regional Financial Independence. This study aims to determine the 

effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Regional Expenditures 

on Regional Financial Independence and to determine whether the 

Balance Fund can moderate this influence. 

This research is a type of quantitative research using secondary 

data from the Regency / City APBD report in East Java Province. The 

data collection technique in this study used documentation techniques. 

The sample of this study amounted to 38 regencies / cities in East Java 

Province with a sampling technique that is saturated sampling. The data 

analysis method used in this study is panel data regression analysis with 

eviews13 software. 

The results showed that local taxes and levies have a positive and 

significant effect on Regional Financial Independence. Regional 

Expenditure has no effect on Regional Financial Independence. The 

Balance Fund can moderate by weakening the effect of Local Taxes on 

Regional Financial Independence. The Balance Fund cannot moderate 

the effect of Regional Retribution and Regional Expenditure on 

Regional Financial Independence. 

Keywords: Local Taxes, Local Levies, Local Expenditures, Balance 

Funds, Regional Financial Independence. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No.0543b/U/1987. Tranliterasi 

tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar pedoman 

transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan  

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf, sebagian di lambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya 

dengan huruf latin  

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 Ẑal Ẑ Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر 
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 Zai Z Zet ز 

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ Komaterbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن 

 Wau W We و

 Ha H Ha ه ـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang 

terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau 

diftong. 

1. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  

 

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ Fathah A A 

  َ Kasrah I I 

  َ Dhammah U U 

 

2. Vokal Rangkap  

 Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:  

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i يَْ ...

 Fathah dan wau Au a dan u ...وْ َ 

 

Contoh:  

 kataba كَتَبَ  -

عَلف ـَ -  fa’ala 

ذْهَب  يَ  -  yażhabu 

لَ س ئ   -  su'ila 

 kaifa كَيْفَ  -
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C. Maddah  

 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah 

Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

 ا...ىََ ... 
Fathah dan alif atau 

ya 
A 

a dan garis di 

atas 

...  Kasrah dan ya I ى 
i dan garis di 

atas 

 Hammah dan wau U و  ...
u dan garis di 

atas 

 

Contoh:  

الَ قَ  -  qāla 

ىَ مَ  -  ramā 

 qĭla ق يْلَ  -

D. Ta’marbuṭah  

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:  

1. Ta’marbutah hidup  

Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah 

dan dammah, transliterasinya adalah “t”.  

2. Ta’marbutah mati  

Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”.  

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).  

Contoh: 
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 raudah al-atfāl/raudatulatfāl رَوْضَة  الَأطْفاَل   -

  al-madĭnah al-munawwarah/al-madĭnatul الم د ينَة  المن وَّرةَ   -

munawwarah 

  talḥah طلَْحَةْ  -

E. Syaddah  

 Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, 

dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda 

syaddah itu.  

Contoh:  

 rabbanā ربََّناَ  -

 nazzala نزَّلَ  -

ر  -  al-birr االب 

 al-ḥajj الَحجر  -

 

F. Kata Sandang (artikel) 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu  ال  namun dalam tranliterasi ini kata sandang 

dibedakan atas kada sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-

rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu.  

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-

rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya.   
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3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang.  

Contoh:    
 ar-rajulu الرَّج ل   -

 as-sayyidu السَّي د   -

 as-syamsu الشَّمْس   -

 al-qalamu القَلَم   -

 al-badĭ’u البَد يْع   -

 al-jalālu الَجلَال   -

   

G. Hamzah  

 Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 

tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.  

Contoh:   
 ta'khużūna  تأَْخ ذ وْنَ  -

 'an-nau  الَّنـَوْء   -

 syai'un  شًيْء   -

 inna  إ نَّ  -

 umirtu  أ م رْت   -

 akala  أَكَلَ  -

H. Penulisan Kata  

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 
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atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.  

Contoh:  

 Wainnallāha lahuwa وَإَنَّ اللَّه  لََ وَخَير الرَّاز ق يَْ  -

khairar-rāziqĭn 

Wainnallāha lahuwa 

khairrāziqĭn 

-Wa auf al-kaila wa وَأوَْف واالْكَيْلَ وَالْم يزاَنَ  -

almĭzān 

Wa auf al-kaila wal 

mĭzān 

 Ibrāhĭm al-khalĭl إ براَه يم  الْْلَ يْل  -

Ibrāhĭmul-khalĭl 

 Bismillāhi majrehā wa ب سْم  اللَّه  مََْراَهاَ وَم رْسَاهاَ  -

mursahā 

جُّ الْبـَيْت  مَن  اسْتَطاَعَ  - وَللَّه  عَلىَ النَّاس  ح 
 إ ليَْه  سَب يْلاً 

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju 

al-baiti manistaṭā’a 

ilaihi sabĭla 

Walillāhi ‘alan-nāsi 

hijjul-baiti manistaṭā’a 

ilaihi sabĭlā 

 

I. Huruf Kapital  

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.  

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh:  

 Wa mā Muhammadun illā rasl وَمَا مُ َمَّد  إلاَّ رَس وْل   -
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عَ ل لنرضاس   - إ نَّ أوََّلَ بَـيْتس و ض 
 للََّذ ى ب بَكَّةَم بَاركَا  

Inna  awwalabaitinwuḍi 

’alinnāsilallażĭbibakkatamubārakan 

 Walaqadra’āhubil-ufuq al-mubĭn وَلَقَدْراَه  ب الأ ف ق  الْم ب يْ   -

Walaqadra’āhubil-ufuqil-mubĭn 

يْ   -  Alhamdulillāhirabbil al-‘ālamĭn الحَْمْد  للَّه  رَبِّ الْعَالَم 

Alhamdulillāhirabbilil ‘ālamĭn 

Penggunaan huruf awal capital hanyauntuk Allah bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.  

Contoh:  

ف تءحٌ  - ن  اللَّه  و  ن صْرٌمِّ

 ق ر يْبٌ 

Naṣrunminallāhiwafathunqarĭb 

يْعا   - جضم   Lillāhi al-amrujamĭ’an للَّه  الأ مْر 

Lillāhil-amrujamĭ’an 

ل يْم   - يْئٍ ع  اللَّه  ب ك لِّ ش   Wallāhabikullisyai’in ‘alĭm و 

J. Tajwid  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi 

ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan di Indonesia memisahkan wilayah dalam 

daerah provinsi, yang selanjutnya dipisahkan lagi menjadi wilayah 

kabupaten dan kota. Setiap pemerintah daerah diberikan hak 

otonomi daerah masing-masing yaitu diberikan hak, wewenang, 

serta kewajiban mengurus segala urusan pemerintahan tanpa 

adanya pemerintah pusat yang campur tangan, baik dalam hal 

pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan maupun 

pelayanan kepada masyarakat daerah kabupaten/kota demi 

kemajuan dan kemandirian daerah serta kesejahteraan masyarakat 

dengan segala potensi yang dapat terus digali dari setiap daerah 

(Novianti & Apriliawati, 2022). Otonomi daerah pertama kali 

dilaksanakan setelah dicetuskannya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Khoirunnisa & Sofilda, 

2023). 

Setiap pemerintah daerah telah diberikan kepercayaan oleh 

pemerintah pusat dan masyarakat dearah untuk mengelola 

keuangan daerah demi terwujudnya cita-cita daerah. Pemerintah 

daerah harus menjaga kepercayaan tersebut tanpa adanya 

kecurangan dalam pengelolaaan keuangan daerah, Seperti 

dijelaskan dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 

ت ك مْ وَانَْـت مْ تَـعْلَم وْنَ  ٓ  الَاتََ وْن واالله وَالرَّس وْلَ وَتََ وْن ـوْ ايَّـُهَاالَّذ يْنَ ا مَنـ وْ ٓ  ي   اام   

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghianati 

Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat 



2 
 

 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui,” (Q.S 

Al-Anfal [8]:27) 

Ayat dari surat Al-Anfal tersebut menjelaskan kepada kita 

untuk senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita 

dan menjalankan amanah tersebut sesaui dengan ajaran Islam. Pada 

penelitian ini dapat dikaitkan dengan pemerintah daerah yang telah 

diberikan telah diberi amanah dan tanggungjawab oleh pemerintah 

pusat dan masyarakat agar bisa mengelola keuangan daerah dengan 

baik sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu 

pemerintah daerah harus senantiasa menjaga dan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan tersebut dengan 

baik atau dengan cara mengelola sumber pendapatan daerah untuk 

Belanja Daerah secara efektif dan efisien. 

Tujuan dari diselenggarakannya pemerintahan yang otonom 

yakni guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola 

pemerintahan, pelayanannya terhadap masyarakat, dan 

pembangunan daerah. Selain itu juga untuk meningkatkan daya 

saing setiap daerah melalui program-program yang telah dirancang 

setiap pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah, 

sehingga dapat menurunkan ketergantungan pemerintah daerah 

pada pemerintah pusat dan menjadikan daerah yang lebih mandiri 

(Novianti & Apriliawati, 2022). Kemandirian Keuangan Daerah 

ditandai dengan kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai 

semua operasionalnya, pembangunan daerah, dan layanan 

masyarakat (Ermawati & Aswar, 2020). Kemandirian daerah 

dalam otonomi daerah dapat ditentukan oleh sejauh mana sumber 

daya perekonomian daerah untuk pembangunan daerah. 

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan dan 

membiayai operasi pemerintahan merupakan faktor utama yang 

menentukan dapat atau tidaknya daerah tersebut menerapkan 

otonomi daerah (Paradintya & Fauzi, 2022).  

Menurut evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 

tahun 2020 di Indonesia hanya 2% pemerintah daerah yang 
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dikategorikan mandiri dalam hal kemandirian fiskal. Di Provinsi 

Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi satu-satunya wilayah yang 

tercatat dengan kemandirian fiskal sedangkan empat daerah 

lainnya menuju mandiri seperti Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mojokerto. Nyoman Adhi 

Suryadnyana selaku anggota BPK Jatim mengatakan bahwa pajak 

yang masih condong dibayarkan ke pemerintah pusat menjadi salah 

satu faktor sulitnya Jawa Timur mewujudkan kemandirian daerah. 

Meskipun demikian, penggunaan Pendapatan Asli Daerah secara 

kreatif sesuai dengan ketentuan hukum akan berkontribusi pada 

peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah (Mubyarsah, 2022). 

Jawa Timur diharapkan dapat menjadi pendorong leadership 

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan 

potensi yang sangat besar untuk meningkatkan tata kelola dan 

Kemandirian Keuangan Daerah. Tiga alasan Jawa Timur sebagai 

leader ETPD antara lain: 1) penduduk Jawa Timur didominasi 

milenial dan generasi Z, 2) Jawa Timur adalah penyumbang 

ekonomi terbesar kedua di Jawa dengan kontribusi lebih dari 25%, 

dan 3) ekosistem ekonomi digital Jawa Timur relatif maju (Badan 

Pemeriksa Keuangan, 2022). Selain itu, tahun 2023 kontribusi 

PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 32,31%, dengan capaian 

PAD tersebut, nilai kemandirian daerah tahun 2023 yaitu sebesar 

33% (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023). 

Untuk terwujudnya daerah yang mandiri selain Kota 

Surabaya, Pemerintah Jawa Timur terus melakukan penguatan 

perekonomian melalui desa dengan melakukan pendirian Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program Desa Wisata Mandiri 

dan Sejahtera. Di Indonesia total desa mandiri mencapai 17.207 

desa mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI 

Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan Dan 

Kemandirian Desa tahun 2024, jumlah desa mandiri di Jawa Timur 

tercatat sebanyak 4.019 desa mandiri. Jumlah ini meningkat 

43,54% atau sebanyak 1.219 dari tahun 2023 yaitu sebanyak 2.800 

desa mandiri. Hal ini membuat Jawa Timur menduduki peringkat 
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pertama dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia. (Dinsos 

Jatim, 2024).  

Gambar 1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah  2025) 

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian 

daerah Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 32% yang kemudian 

pada tahun 2020 mengalami penurunan 1%, hal ini disebabkan 

adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat itu, sehingga 

kondisi keuangan pemerintah daerah juga ikut terdampak. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah 

terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan terus gencarnya 

pemerinta Jawa Timur dalam menyelenggarakan program daerah 

yang dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerah, kondisi ini 

bermakna bahwa Provinsi Jawa Timur mampu bangkit setelah 

adanya pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia dari 

tahun 2019 dan mulai masuk Indonesia pada 2020. Jika dilihat dari 

gambar tersebut nilai kemandirian tahun 2022 meningkat menjadi 

34% dibandingkan 2021 yang hanya 33%. Dalam kategori 

kemandirian daerah, nilai kemandirian di Jawa Timur ini masih 

tergolong rendah, akan tetapi dengan pengelolaan Pendapata Asli 

Daerah yang baik terutama dari penerimaan Pajak Daerah dan 
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Retribusi Daerah akan memberikan dampak baik untuk tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah kedepannya. Pengelolaan Belanja 

Daerah yang efektif dan efisien juga akan memberikan dampak 

yang signifikan juga terhadap tingkat kemandirian daerah. 

Sumber keuangan utama daerah berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah disebut sebagai bagian 

terpenting dalam pendanaan daerah. Selain itu, pemerintah pusat 

turut mendukung keuangan daerah melalui dana perimbagan dari 

negara kepada daerah yang disesuaikan dengan tingkat Pendapatan 

Asli Daerah masing-masing daerah (Lukitawati & Pringgabayu, 

2020). Pemerintah daerah mengeluarkan Pendapatan Asli Daerah 

guna mendanai segala kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, 

potensi pendapatan daerah harus digali lebih lanjut guna 

meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, tetapi penting 

untuk diingat bahwa ada undang-undang dan peraturan yang 

mengaturnya. Pembangunan dan pengembangan masing-masing 

daerah akan dipengaruhi oleh kapasitas daerah tersebut dalam 

menggali Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak jumlah 

Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkannya akan berdampak pada 

berkurangnya ketergantungan setiap daerah terhadap pemerintah 

pusat (Febriayanti & Faris, 2019). 

Pajak dan retibusi daerah yang di Indonesia saat ini telah 

menjadi sumber utama pendapatan daerah dan diharapkan dapat 

mewujudkan kemandirian daerah (Febriayanti & Faris, 2019). 

Kenaikan dan penurunan pajak dan retribusi akan berdampak pada 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya akan berdampak pada 

penerimaan Dana Perimbangan dan penggunaan Belanja Daerah, 

karena pemerintah menyesuaikan pengeluaran belanja dengan 

pendapatan yang dihasilkan. Perubahan distribusi pengeluaran 

akan berdampak pada pembangunan daerah. Selain itu penurunan 

Pendapatan Asli Daerah juga berdampak pada semakin tingginya 

Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah 

sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah 

pusat akan semakin tinggi. Daerah dengan realisasi pajak dan 
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retribusi yang besar akan menerima Dana Perimbangan yang lebih 

kecil sehingga akan memiliki kemandirian keuangan yang lebih 

tinggi sebagai hasil dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang besar (Sulistyawati et al., 2024). 

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Dalam Triliun Rupiah) 

Tahun Pajak Daerah Retrubusi Derah Belanja Daerah 

2019 9,96 1,44 95,21 

2020 8,85 1,13 90,33 

2021 9,87 1,08 93,10 

2022 11,43 1,17 100,75 

2023 12,40 1,21 104,32 

2024 13,26 6,18 107,50 

Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah  2025) 

Tabel 1.1 menunjukkan realisasi Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, dan Belanja Daerah. Pada tahun 2020 nilai realisasi pada 

ketiga kategori tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 

2019, hal ini seiring dengan adanya pandemi Covid -19 yang 

melanda seluruh dunia saat itu. Nilai realisasi tersebut kembali 

meningkat pada tahun 2021 meskipun nilai realisasi Retribusi 

Daerah kembali menurun sebesar 0,31 triliun. Penurunan ini tidak 

terlalu signifikan memengaruhi nilai retribusi yang ada, karena 

nilai realisasi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja 

Daerah pada tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan, dari 

semula masing-masing bernilai 11,43 triliun, 1,17 triliun, dan 

100,75 triliun menjadi realisasi Pajak Daerah sebesar 13,26 triliun, 

Retribusi Daerah 6,18 triliun, dan Belanja Daerah 107,50 triliun.  

Pada tahun 2024 Jawa Timur berhasil merealisasikan 

pendapatan daerah mencapai 109,71% atau sebesar 35,28 triliun 

dari target 32,16 triliun.  Untuk realisasi Belanja Daerah tahun 

2024 mencapai 96,63% atau sebesar 34,74 triliun dari total 

anggaran 35,95 triliun. Selanjutnya, opini WTP (Wajar Tanpa 

Pengecualian) didapatkan Pemprov Jawa  Timur atas Laporan 
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Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Sejak tahun 

2015, ini merupakan opini WTP kesepuluh kalinya secara berturut-

turut (BPK, 2025).  

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati et al., (2024) 

menunjukkan hasil secara positif dan signifikan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Kurniawan et 

al., (2018) memberikan hasil sebaliknya yaitu Pajak Daerah tidak 

berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, 

Penelitian Urfah, (2024), Nainggolan et al., (2023), Tyas, (2022), 

dan Sutrisno & Santoso, (2021) dengan hasil tidak memiliki 

pengaruh signifikan antara Retribusi Daerah kepada kemandirian 

daerah. Penelitian yang dilakukan Suherman et al., (2023) tentang 

Belanja Daerah di Provinsi Jambi menunjukkan hasil Belanja 

Daerah dapat berpengaruh positif signifikan pada kemandirian 

keuangan. Karena belum banyak yang meneliti tentang Belanja 

Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah maka peneliti 

membandingkannya dengan belanja modal sebagai research gap 

karena belanja modal merupakan bagian dari Belanja Daerah. 

Penelitian yang dilakukan Andriana, (2020) menunjukkan hasil 

belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan penelitian Sarumaha & 

Annisa, (2023) dan Rivandi & Anggraini, (2022) menunjukkan 

hasil belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah dan Nainggolan et al., (2023) dan 

Sutrisno & Santoso, (2021) menunjukkan hasil belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan kemandirian daerah. 

Bentuk keterbaharuan dari penelitiaan ini yaitu 

digunakannya Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi. Hal 

ini dikarenakan dalam penelitian yang membahas tentang Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah masih belum ada 

yang menggunakan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi. 

Penggunaan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi dalam 

penelitian ini didasarkan pada perannya yang signifikan dalam 
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keuangan daerah. Dana Perimbangan yang mencakup DAU, DAK, 

dan DBH, dapat memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli 

Daerah dan Belanja Daerah terhadap kemandirian keuangan. 

Variabel Dana Perimbangan dapat memperkuat atau memperlemah 

pengaruh PAD, seperti pajak dan retribusi terhadap kemandirian. 

Selain itu, Dana Perimbangan juga dapat memoderasi pengaruh 

Belanja Daerah, di mana ketergantungan pada Dana Perimbangan 

dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah. Dengan demikian, Dana Perimbangan juga menjadi 

faktor penting dalam menganalisis Kemandirian Keuangan 

Daerah. 

Informasi latar belakang yang disebutkan di atas membuat 

tidak mungkin untuk membandingkan hasil penelitian tentang 

kemandirian keuangan daerah di berbagai daerah. Setiap daerah 

memiliki sumber pendapatan daerahnya masing-masing sehingga 

tingkat kemandirian keuangan setiap daerah juga berbeda. Karena 

adanya research gap yang terjadi dalam penelitian sebelumnya 

maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang 

Kemandirian Keuangan Daerah dengan variabel Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah serta dengan menambahkan 

Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi dan merupakan 

bentuk keterbaharuan dalam penelitian. Oleh karenanya penelitian 

ini berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan 

Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

Dengan Dana Perimbangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi 

Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemandirian Keuangan Daerah? 

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemandirian Keuangan Daerah? 
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3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemandirian Keuangan Daerah? 

4. Apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi pengaruh Pajak 

Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah? 

5. Apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi pengaruh 

Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah? 

6. Apakah Dana Perimbangan dapat memoderasi pengaruh 

Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian tidak terlalu jauh dari pembahasan tertulis 

maka diperlukan pembatasan masalah, yakni sebagai berikut: 

1. Data analisis berdasar pada Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019-2024. 

2. Pemerintahan daerah yang diteliti yaitu pemerintah 

kabupaten/kota di Jawa Timur. 

3. Penggunaan variabel independen (X) yaitu Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah, Kemandirian 

Keuangan Daerah menjadi variabel dependen (Y), serta 

variabel moderasi (Z) yakni Dana Perimbangan. 

D. Tujuan Dan Manfaat  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk menganalisis:  

a. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah. 

b. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. 

c. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. 

d. Pengaruh Dana Perimbangan sebagai variabel yang 

memoderasi Pajak Daerah terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. 
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e. Pengaruh Dana Perimbangan sebagai variabel yang 

memoderasi Retribusi Daerah terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. 

f. Pengaruh Dana Perimbangan sebagai variabel yang 

memoderasi Belanja Daerah terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah. 

2. Manfaat Penelitian 

Dasar bagi sebuah penelitian yaitu memiliki manfaat 

yang dapat diimplementasikan setelah hasil penelitian 

mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, manfaat yang 

diharapkan setelah penelitian ini meliputi: 

a. Manfaat Teoritis 

i. Untuk memperluas wawasan pemikiran dan teori 

ilmu pengetahuan di sektor publik, khususnya 

pemahaman Kemandirian Keuangan Daerah dengan 

faktor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja 

Daerah serta Dana Perimbangan sebagai penerimaan 

daerah. 

ii. Penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan 

sebagai referensi bacaan oleh para akademisi maupun 

penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah 

pengetahuan mengenai Kemandirian Keuangan 

Daerah dan dapat dijadikan acuan dalam penulisan 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

i. Bagi pemerintah daerah, hasil kajian ini diharapkan 

mampu memberikan data penilaian kepada 

pemerintah daerah guna mendorong tingkat 

kemandirian daerah melalui pertambahan realisasi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai 

pendanaan daerah, serta pemanfaatan Belanja 

Daerah. 

ii. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini mampu 

menjadi rekomendasi terbaru bagi penelitian yang 
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mendalam oleh para akademisi untuk memperoleh 

pemahaman lebih baik tentang Kemandirian Daerah 

melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja 

Daerah. 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan dijelaskan mengenai susunan latar 

belakang permasalahan yang kemudian dikembangkan 

dalam sebuah rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai penggunaan teori yang 

berperan sebagai landasan dalam penelitian, telaah 

pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, 

variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, 

hasil dari analisis data penelitian, dan pembahasan dari 

hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

menyajikan kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian, implikasi, dan saran bagi peneliti selanjutnya 

dalam mengembangkan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Perimbangan sebagai 

variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan 

yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2019-2024. 

2. Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2019-2024. 

3. Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2019-2024. 

4. Dana Perimbangan dapat memoderasi dengan memperlemah 

pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-

2024. 

5. Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi pengaruh 

Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. 

6. Dana Perimbangan tidak dapat memoderasi pengaruh Belanja 

Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, dan Belanja Daerah sebagai variabel 

independen dan Dana Perimbangan sebagai variabel moderasi. 
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2. Ruang lingkup penelitian yang terbatas dan hanya terfokus 

pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode 6 

tahun yaitu dari tahun 2019-2024. 

C. Implikasi Teoritis dan Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah implikasi 

yang dapat diambil dari penelitian ini: 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan 

yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan elemen-elemen yang 

memengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini berfungsi masukan dan bahan evaluasi 

untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur serta pemerintah daerah lainnya agar dapat terus 

berupaya untuk mengoptimalisasikan sumber Pendapatan Asli 

Daerah seperti pajak dan retribusi guna meningkatkan 

kemandirian daerah. Selain itu juga pemerintah daerah harus 

konsisten dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan 

efisiensi agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kemandirian daerah. 

D. Saran 

Bagi Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur disarankan 

untuk mengintensifkan upaya penggalian potensi Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Meskipun hasil penelitian menunjukkan Dana 

Perimbangan tidak memoderasi pengaruh Retribusi, optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah tetap krusial untuk kemandirian fiskal. 

Selain itu, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah harus terus 

ditingkatkan dengan memprioritaskan alokasi pada program-

program produktif yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi 

dan pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Pengelolaan Dana Perimbangan juga harus dilakukan secara 

strategis, tidak sekadar sebagai penutup defisit, melainkan sebagai 
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katalisator untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara 

berkelanjutan. 

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk 

memperpanjang periode observasi lebih dari lima tahun guna 

menangkap tren jangka panjang dan mengurangi efek anomali data. 

Penting juga untuk menambahkan variabel moderasi atau kontrol 

lain yang mungkin memengaruhi hubungan antar variabel. 

Kemudian melakukan penelitian komparatif di berbagai provinsi 

akan memperluas generalisasi hasil dan memberikan pemahaman 

yang lebih komprehensif. 
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